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Local wisdom, as a cultural heritage of the Indonesian nation, has
significant potential in strengthening integrity and preventing
corrupt behavior. This research aims to analyze the role of local
wisdom values in building integrity and preventing corruption in
Indonesia. Using a qualitative approach with library research
methods, this study explores various local wisdom values such as
honesty, accountability, simplicity, and mutual cooperation, which
are relevant to anti-corruption principles. The analysis results show
that local wisdom can be an effective foundation in forming an anti-
corruption culture when integrated through education, public policy,
and community empowerment. This study recommends the
revitalization of local wisdom as a strategic effort in preventing
corruption in a sustainable manner.
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Kearifan lokal sebagai warisan budaya bangsa Indonesia memiliki
potensi yang signifikan dalam memperkuat integritas dan mencegah
perilaku koruptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun integritas dan mencegah
korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif
dan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai
nilai  kearifan lokal seperti kejujuran, tanggung jawab,
kesederhanaan, dan gotong royong yang relevan dengan prinsip anti-
korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat
menjadi fondasi efektif dalam membentuk budaya anti-korupsi
ketika diintegrasikan melalui pendidikan, kebijakan publik, dan
pemberdayaan masyarakat. Studi ini merekomendasikan revitalisasi
kearifan lokal sebagai upaya strategis dalam pencegahan korupsi
secara berkelanjutan.
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Pendahuluan

Korupsi hingga saat ini masih menjadi masalah sistemik yang menghambat
pembangunan Indonesia secara signifikan. Berdasarkan data Transparency International
(2022), Indonesia memperoleh skor 34 dalam Corruption Perception Index (CPI) dengan
peringkat 115 dari 180 negara, yang menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi
tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai upaya penegakan hukum telah
dilakukan melalui pembentukan regulasi dan lembaga khusus, seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), namun upaya-upaya tersebut belum mampu menekan angka korupsi secara
signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup, diperlukan
pendekatan kultural yang menyentuh aspek nilai dan integritas masyarakat secara lebih
mendalam.

Dalam konteks inilah kearifan lokal sebagai warisan nilai-nilai luhur bangsa memiliki
potensi strategis dalam membentuk karakter integritas dan perilaku anti-korupsi. Indonesia
sebagai negara dengan keberagaman budaya memiliki kekayaan kearifan lokal yang dapat
dijadikan sebagai landasan moral dalam pencegahan korupsi. Nilai-nilai seperti "kejujuran”
dalam budaya Sunda, "siri" (harga diri) dalam budaya Makassar, "mapalus™ (gotong royong)
dalam budaya Minahasa, dan "musyawarah™ dalam budaya Jawa mencerminkan prinsip-
prinsip akuntabilitas, kejujuran, dan keadilan yang sejalan dengan semangat anti-korupsi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan relevansi kearifan lokal dengan
pembangunan karakter bangsa. Penelitian Zainudin Hasan dkk. (2023) dalam jurnal Qistie
menyoroti pentingnya pertimbangan hakim yang berintegritas dalam memutus perkara
korupsi, yang dapat diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sementara itu, penelitian
Zainudin Hasan & Fathaniah (2024) mengungkapkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang
bersumber dari kearifan lokal dapat menjadi landasan etis dalam pembentukan peraturan
hukum. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sibarani (2018) yang menegaskan bahwa
kearifan lokal mengandung nilai-nilai etis dan moral yang dapat mengatur hubungan manusia
dalam masyarakat.

Namun demikian, potensi kearifan lokal ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam
strategi pencegahan korupsi di Indonesia. Padahal, pendekatan kultural melalui revitalisasi
kearifan lokal dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam membangun sistem anti korupsi yang
berbasis pada nilai-nilai lokal. Artikel ini hadir untuk menganalisis secara komprehensif
bagaimana kearifan lokal dapat berperan dalam memperkuat integritas dan mencegah
korupsi, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai
tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui eksplorasi nilai-nilai kearifan
lokal yang relevan dengan integritas dan anti-korupsi, diharapkan dapat dikembangkan model
pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan
(library research) yang berfokus pada eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks
penguatan integritas dan pencegahan korupsi di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan
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pada pertimbangan bahwa penelitian bermaksud memahami secara mendalam fenomena
sosial-budaya melalui analisis terhadap teks-teks dan dokumen-dokumen yang relevan.
Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah, buku buku referensi,
ScienceDirect laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang secara khusus membahas
tentang kearifan lokal, integritas, dan pencegahan korupsi. Sementara itu, sumber data
sekunder diperoleh dari artikel-artikel akademis, prosiding seminar, dan publikasi resmi dari
lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah yang terkait dengan
tema penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri
berbagai sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun digital. Pencarian sumber
dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan dengan
menggunakan kata kunci utama seperti "kearifan lokal", “integritas”, "pencegahan korupsi”,
"nilai budaya", dan "anti-corruption culture”. Kriteria inklusi yang diterapkan dalam seleksi
sumber meliputi: relevansi dengan tema penelitian, kredibilitas sumber, tahun publikasi

(prioritas pada publikasi 5 tahun terakhir), serta kedalaman analisis yang disajikan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang dikembangkan
oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi
data yang dilakukan melalui proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang
diperoleh dari berbagai sumber. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian
naratif yang sistematis untuk mempermudah pemahaman tentang hubungan antara kearifan
lokal dengan penguatan integritas dan pencegahan korupsi. Tahap ketiga adalah penarikan
kesimpulan melalui proses verifikasi yang ketat untuk memastikan keabsahan temuan
penelitian. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan
informasi dari berbagai referensi untuk mendapatkan konsistensi pemahaman.

Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama analisis, pertama, identifikasi nilai
nilai kearifan lokal yang relevan dengan penguatan integritas dan pencegahan korupsi di
berbagai daerah di Indonesia. Kedua, analisis peran dan kontribusi kearifan lokal dalam
membentuk perilaku anti-korupsi di tingkat individu, organisasi, dan masyarakat. Ketiga,
pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam program pencegahan
korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan metodologis ini, diharapkan dapat
dihasilkan pemahaman yang komprehensif tentang potensi kearifan lokal sebagai basis
kultural dalam membangun integritas dan mencegah korupsi di Indonesia.

Kajian Pustaka
1. Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan suatu sistem nilai, pengetahuan, norma,
keyakinan, dan praktik-praktik budaya yang telah berkembang dan mengakar dalam
masyarakat tertentu selama kurun waktu yang panjang, kemudian diwariskan secara turun-
temurun dari generasi ke generasi melalui berbagai medium seperti tradisi lisan, ritual, seni,
dan aturan-aturan tidak tertulis. Menurut Sibarani (2018), kearifan lokal tidak hanya sekadar
mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat, tetapi lebih mendalam lagi, ia
mengandung nilai-nilai etis, moral, dan filosofis yang kompleks yang secara efektif mengatur
tiga hubungan fundamental dalam kehidupan, yaitu hubungan horizontal antara manusia
dengan manusia lainnya dalam masyarakat, hubungan ekologis antara manusia dengan alam
lingkungannya, dan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan atau kekuatan spiritual
yang diyakininya. Nilai-nilai inilah yang kemudian dapat menjadi landasan kokoh bagi
pembentukan perilaku berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.
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Secara filosofis, kearifan lokal berfungsi sebagai panduan hidup komprehensif yang
mengarahkan masyarakat pada tindakan-tindakan yang baik, benar, adil, dan bermanfaat bagi
kehidupan bersama, sekaligus berperan sebagai sistem kendali sosial yang mencegah
penyimpangan. Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk secara budaya, setiap suku
dan daerah memiliki kekayaan kearifan lokal yang unik dan khas, seperti konsep "Tri Hita
Karana" di Bali yang menekankan harmoni dan keseimbangan hubungan spiritual dengan
Tuhan, hubungan sosial dengan sesama manusia, dan hubungan ekologis dengan alam atau
"Siri' Na Pacce" di Sulawesi Selatan yang menekankan rasa malu (siri) dan
empati/kepedulian (pacce) sebagai pengendali perilaku individu dalam komunitas serta
"Huyula" di Gorontalo yang menekankan nilai-nilai kemuliaan, kejujuran, dan keadilan.
Keberagaman kearifan lokal ini justru menjadi kekuatan dan modal sosial budaya yang sangat
berharga karena menyediakan berbagai alternatif pendekatan nilai dan strategi kultural dalam
membangun karakter bangsa yang berintegritas, yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal
masing-masing.

Lebih lanjut, kearifan lokal bersifat dinamis dan adaptif, mampu berintegrasi dengan
nilai-nilai modern selama tidak bertentangan dengan inti nilai luhurnya. Dalam era globalisasi
dan modernisasi seperti sekarang, kearifan lokal menghadapi tantangan untuk tetap relevan,
namun justru di sinilah peluang untuk mentransformasikan nilai-nilai lokal tersebut menjadi
instrumen yang efektif dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk korupsi.
Pemahaman yang mendalam tentang konsep kearifan lokal, dengan demikian, merupakan
langkah awal yang krusial untuk memanfaatkannya sebagai basis dalam membangun sistem
anti-korupsi yang berbasis budaya dan nilai-nilai lokal.

2. Integritas dan Pencegahan Korupsi

Integritas merupakan konsep multidimensi yang merujuk pada konsistensi yang utuh
dan lengkap antara nilai-nilai moral yang dianut, perkataan yang diucapkan, dan tindakan
yang dilakukan, yang semuanya dilandasi oleh prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan etika
yang diyakini secara kuat. Menurut Huberts (2018), integritas dalam konteks governance atau
tata kelola pemerintahan mencakup setidaknya tiga aspek fundamental yang saling terkait,
yaitu kejujuran (honesty) dalam niat dan tindakan, transparansi (transparency) dalam proses
dan pengambilan keputusan, serta akuntabilitas (accountability) atas semua tindakan dan
konsekuensinya. Lebih dari sekadar sifat individu, integritas dalam konteks modern juga
dipahami sebagai atribut kelembagaan dan organisasi, yang tercermin dari sistem, prosedur,
dan budaya organisasi yang mendorong dan mempertahankan perilaku etis.

Penguatan integritas secara sistematis dan berkelanjutan merupakan strategi
fundamental dan jangka panjang dalam pencegahan korupsi karena berfokus pada
membangun kekebalan internal (internal immunity) individu dan organisasi terhadap godaan
dan peluang perilaku koruptif. Berbeda dengan pendekatan penegakan hukum yang lebih
represif dan berfokus pada sanksi, pendekatan integritas bersifat preventif dan membangun
kesadaran dari dalam. Dalam perspektif pencegahan korupsi yang komprehensif, integritas
tidak hanya dipandang sebagai atribut personal atau karakter individu semata, tetapi juga
harus dibangun sebagai karakter kelembagaan dan budaya organisasi yang harus dibangun
secara sistemik dan terintegrasi. Sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan dengan
tingkat integritas yang tinggi biasanya ditandai dengan adanya sistem nilai dan kode etik
yang jelas dan dipatuhi bersama, mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif
dan independen, kepemimpinan yang memberi keteladanan (exemplary leadership), serta
budaya organisasi yang terbuka dan mendorong perilaku etis serta menolak segala bentuk
penyimpangan.
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Hubungan antara integritas dan pencegahan korupsi bersifat simbiotik dan saling
memperkuat (mutually reinforcing), di mana penguatan integritas pada level individu dan
kelembagaan akan secara signifikan mengurangi kerentanan (vulnerability) dan paparan
(exposure) terhadap praktik korupsi, sementara upaya pencegahan korupsi yang efektif dan
konsisten pada gilirannya akan memperkuat dan mereproduksi integritas individu dan
kelembagaan. Pendekatan berbasis integritas dalam pencegahan korupsi ini semakin
diakui secara global sebagai strategi yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas
dibandingkan dengan pendekatan penegakan hukum semata, karena ia membangun dan
mengandalkan kesadaran intrinsik dan komitmen moral (moral commitment) daripada
sekadar menanamkan ketakutan terhadap sanksi ekstrinsik. Oleh karena itu, investasi dalam
pengembangan integritas adalah investasi strategis untuk pemberantasan korupsi jangka
panjang.

3. Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pencegahan Korupsi

Revitalisasi kearifan lokal dalam konteks pencegahan korupsi merupakan suatu upaya
yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk menghidupkan kembali, mereaktualisasi,
dan memfungsikan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam
budaya lokal sebagai basis etis dan basis moral dalam pembentukan perilaku anti-korupsi
yang berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Zainudin Hasan & Maya Zulvi (2023)
secara empiris menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kerangka
penegakan hukum lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan
kepatuhan, sebuah temuan yang sangat relevan dan dapat diadaptasi dalam konteks
pencegahan korupsi yang lebih luas. Revitalisasi ini bukanlah sekadar mengembalikan
praktik-praktik lama, tetapi mentransformasikan nilai-nilai lama ke dalam bentuk dan strategi
yang relevan dengan tantangan zaman sekarang.

Secara konseptual, revitalisasi kearifan lokal mencakup tiga dimensi utama yang
saling berkaitan, yaitu dimensi kognitif yang berhubungan dengan pemahaman dan
pengetahuan, dimensi afektif yang berhubungan dengan penghayatan nilai dan pembentukan
sikap, serta dimensi psikomotorik yang berhubungan dengan penerapan dan pembiasaan
dalam tindakan nyata. Pada dimensi kognitif, revitalisasi dilakukan terutama melalui jalur
pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal, dengan mengintegrasikan nilai-nilai
kearifan lokal yang relevan dengan integritas dan anti korupsi ke dalam kurikulum, materi
ajar, dan metode pembelajaran. Pada dimensi afektif, revitalisasi lebih difokuskan pada upaya
membangun emosi, empati, dan komitmen moral yang mendalam terhadap nilai-nilai luhur
tersebut, misalnya melalui cerita rakyat, seni pertunjukan, dan ritual yang mengandung pesan
moral. Sedangkan pada dimensi psikomotorik, revitalisasi diwujudkan dalam bentuk praktik-
praktik konkret, kebijakan, dan sistem manajemen dalam kehidupan sehari-hari, baik di
keluarga, komunitas, tempat kerja, maupun dalam pemerintahan.

Strategi revitalisasi dapat dioperasionalkan melalui berbagai pendekatan yang saling
melengkapi, antara lain: (1) integrasi nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan pada
semua jenjang, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta dalam pelatihan untuk
aparatur sipil negara (2) pengembangan model-model pelatihan anti-korupsi dan etika
governance yang secara kreatif memanfaatkan kearifan lokal sebagai konten dan konteks (3)
penciptaan sistem insentif dan pengakuan (reward system) bagi individu, kelompok, atau
instansi yang secara konsisten menerapkan praktik-praktik baik yang selaras dengan nilai
kearifan lokal serta (4) penguatan peran dan kapasitas tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh
budaya sebagai agen perubahan (change agents) dan penjaga nilai (guardians of values)
dalam masyarakat. Melalui revitalisasi yang komprehensif dan multidimensi ini, kearifan
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lokal tidak lagi dipandang sebagai warisan budaya yang statis dan terpinggirkan, tetapi
berubah menjadi kekuatan dinamis, relevan, dan transformatif yang mampu merespons serta
mengatasi tantangan kontemporer bangsa, terutama masalah korupsi yang bersifat sistemik
dan kultural.

Hasil Penelitian

a. ldentifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Relevan dengan Integritas dan Anti
Korupsi

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai nilai kearifan lokal dari berbagai
daerah di Indonesia yang memiliki relevansi kuat dengan penguatan integritas dan
pencegahan korupsi. Di Sulawesi Selatan, nilai Siri" Na Pacce dari budaya Makassar
menekankan rasa malu (siri) dan rasa empati (pacce) yang dapat mencegah individu
melakukan tindakan tercela seperti korupsi. Di Bali, konsep Tri Hita Karana menekankan
keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, yang dapat membentuk
mentalitas yang holistik dan bertanggung jawab. Masyarakat Minahasa memiliki nilai
Mapalus yang mengedepankan semangat gotong royong dan tanggung jawab kolektif,
sementara di Jawa, filosofi Sangkan Paraning Dumadi mengajarkan kesadaran akan asal-usul
dan tujuan hidup yang melahirkan sikap sederhana dan tidak serakah. Nilai-nilai lokal lainnya
yang teridentifikasi termasuk Huyula di Gorontalo (kejujuran dan kemuliaan), Basandi
Syara’, Syara' Basandi Kitabullah di Minangkabau (keselarasan antara adat dan agama), serta
Bhinneka Tunggal Ika yang pada hakikatnya mengajarkan toleransi dan keadilan.

b. Mekanisme Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Perilaku Anti-Korupsi

Berdasarkan analisis terhadap berbagai studi kasus dan literatur, penelitian ini
menemukan bahwa Kkearifan lokal mempengaruhi perilaku anti-korupsi melalui tiga
mekanisme utama. Pertama, sebagai internal moral compass yang membentuk hati nurani dan
sistem nilai individu. Kedua, sebagai social control system melalui sanksi sosial dan tekanan
dari masyarakat terhadap perilaku yang menyimpang. Ketiga, sebagai cultural reinforcement
mechanism yang memperkuat identitas budaya positif dan kebanggaan terhadap nilai-nilai
luhur. Mekanisme ini bekerja secara simultan pada level individu, komunitas, dan institusi,
menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik korupsi.

c. Tantangan dalam Pemanfaatan Kearifan Lokal untuk Pencegahan Korupsi

Penelitian mengungkap beberapa tantangan signifikan dalam memanfaatkan kearifan
lokal untuk pencegahan korupsi. Tantangan utama meliputi fading cultural transmission di
mana proses pewarisan nilai antargenerasi semakin melemah, modernization pressure yang
menyebabkan pergeseran nilai tradisional, interpretation distortion di mana makna asli nilai-
nilai lokal terdistorsi, serta institutional gap antara sistem nilai tradisional dengan struktur
pemerintahan modern. Tantangan lainnya adalah kurangnya dokumentasi sistematis terhadap
kearifan lokal dan terbatasnya integrasi dengan kebijakan formal anti-korupsi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dibahas bahwa integrasi kearifan
lokal dalam sistem pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan
multidimensi. Pada level kebijakan, nilai-nilai lokal yang teridentifikasi seperti Siri' Na Pacce
dari Makassar dan Tri Hita Karana dari Bali dapat diintegrasikan dalam peraturan daerah
yang berbasis kearifan lokal. Beberapa daerah telah mulai mengadopsi pendekatan ini dengan
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memasukkan nilai-nilai lokal ke dalam kode etik pegawai negeri, meskipun implementasinya
masih perlu diperkuat. Pada level kelembagaan, pembentukan lembaga pengawasan
tradisional yang melibatkan tokoh adat dalam memantau program pembangunan terbukti
dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sementara pada level masyarakat,
revitalisasi lembaga adat seperti desa pakraman di Bali atau nagari di Minangkabau dapat
memperkuat kontrol sosial terhadap potensi korupsi di tingkat akar rumput.

Strategi implementasi pemanfaatan kearifan lokal untuk pencegahan korupsi harus
mempertimbangkan konteks lokal yang spesifik. Daerah dengan struktur masyarakat yang
masih kuat dalam memegang tradisi, seperti Bali dan Toraja, dapat mengoptimalkan peran
lembaga adat yang sudah mapan dengan memberikan pengakuan formal dalam sistem
pemerintahan. Sebaliknya, di daerah urban dengan masyarakat yang lebih heterogen,
pendekatan melalui pendidikan formal dan media modern terbukti lebih efektif untuk
mentransmisikan nilai-nilai kearifan lokal. Kunci keberhasilan implementasi terletak pada
kemampuan menciptakan cultural translation yang tepat, di mana nilai-nilai abstrak kearifan
lokal ditransformasikan menjadi prinsip-prinsip operasional yang mudah dipahami dan
diterapkan dalam konteks kekinian, tanpa kehilangan esensi nilai dasarnya.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pendekatan kultural berbasis kearifan
lokal tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan pendekatan struktural.
Sinergi ini dapat diwujudkan melalui integrasi nilai kearifan lokal dalam sistem pengendalian
internal pemerintah, pengembangan indikator integritas berbasis nilai lokal dalam sistem
penilaian Kkinerja instansi, serta pembentukan mekanisme pelaporan yang memanfaatkan
saluran tradisional seperti pertemuan adat bersama dengan saluran modern seperti aplikasi
digital. Kombinasi pendekatan ini menciptakan double layer protection terhadap korupsi, di
mana pendekatan struktural menciptakan sistem yang ketat sementara pendekatan kultural
membangun mentalitas yang kuat untuk menolak korupsi.

Aspek pengukuran efektivitas implementasi kearifan lokal dalam pencegahan korupsi
memerlukan kerangka yang komprehensif. Penelitian ini mengusulkan sistem pengukuran
yang mencakup indikator output berupa jumlah program yang diimplementasikan, indikator
outcome berupa perubahan perilaku dan persepsi masyarakat, serta indikator impact berupa
penurunan angka korupsi dan peningkatan indeks integritas. Pengukuran harus dilakukan
secara berkala dengan melibatkan perspektif masyarakat lokal untuk memastikan bahwa
implementasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi substantif. Metode evaluasi partisipatif
yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat dapat memberikan gambaran yang lebih akurat
tentang efektivitas program.

Keberlanjutan program pencegahan korupsi berbasis kearifan lokal bergantung pada
tiga faktor utama. Pertama, institutional embeddedness atau sejauh mana nilai-nilai lokal
terlembagakan dalam sistem pemerintahan daerah. Kedua, generational engagement yang
menjamin keterlibatan generasi muda dalam melestarikan dan mengaktualisasikan nilai nilai
tersebut. Ketiga, adaptive innovation atau kemampuan beradaptasi dengan perkembangan
zaman tanpa kehilangan jati diri. Sementara itu, replikabilitas model antar daerah
memerlukan pendekatan tailor-made yang menyesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya
masing- masing daerah, bukan sekadar meniru model yang berhasil di daerah lain. Setiap
daerah perlu mengembangkan model yang sesuai dengan kekhasan kearifan lokal mereka
masing-masing.

Melalui pembahasan komprehensif ini, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi
potensi kearifan lokal sebagai basis kultural pencegahan korupsi, tetapi juga memberikan peta
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jalan operasional untuk mewujudkannya dalam praktik. Pendekatan berbasis kearifan lokal
ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam membangun sistem anti korupsi
yang efektif dan sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia yang majemuk. Implementasi
yang tepat diharapkan dapat memperkuat integritas nasional dari akar rumput hingga level
kebijakan tertinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa kearifan lokal Indonesia memiliki potensi yang sangat signifikan dan
strategis dalam upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi. Beragam nilai luhur
yang terkandung dalam kearifan lokal berbagai daerah, seperti Siri' Na Pacce dari Sulawesi
Selatan, Tri Hita Karana dari Bali, Mapalus dari Minahasa, dan nilai-nilai luhur lainnya,
terbukti memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip integritas dan anti-korupsi.
Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai penuntun moral individu, tetapi juga dapat
berperan sebagai sistem kendali sosial yang efektif dalam mencegah perilaku koruptif.
Keberagaman kearifan lokal di Indonesia justru menjadi kekuatan tersendiri karena
menyediakan berbagai alternatif pendekatan nilai yang dapat disesuaikan dengan konteks
kultural masing-masing daerah.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mekanisme pengaruh kearifan lokal
terhadap pencegahan korupsi bekerja melalui tiga jalur utama, yaitu sebagai kompas moral
internal yang membentuk hati nurani individu, sebagai sistem kendali sosial melalui sanksi
dan tekanan masyarakat, serta sebagai mekanisme penguatan budaya yang memperkuat
identitas positif masyarakat. Ketiga mekanisme ini saling berinteraksi dan memperkuat satu
sama lain, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik korupsi. Namun,
implementasi pendekatan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk melemahnya
transmisi budaya antargenerasi, tekanan modernisasi, distorsi interpretasi, dan kesenjangan
kelembagaan antara sistem nilai tradisional dengan struktur pemerintahan modern.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi yang
efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Integrasi nilai-nilai
kearifan lokal ke dalam sistem pencegahan korupsi harus dilakukan pada level kebijakan,
kelembagaan, dan masyarakat. Pada level kebijakan, diperlukan regulasi yang mengakomodir
nilai-nilai lokal dalam sistem anti-korupsi. Pada level kelembagaan, perlu dibentuk
mekanisme pengawasan yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Sedangkan pada level
masyarakat, revitalisasi lembaga adat dan nilai-nilai lokal perlu terus digalakkan. Yang tidak
kalah penting adalah perlunya sinergi antara pendekatan kultural berbasis kearifan lokal
dengan pendekatan struktural dalam sistem pemerintahan.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemanfaatan kearifan
lokal untuk pencegahan korupsi sangat bergantung pada tiga faktor kunci: kelembagaan nilai-
nilai lokal dalam sistem pemerintahan, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian nilai-
nilai luhur, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendekatan berbasis
kearifan lokal ini bukan hanya strategi jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang
dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas. Dengan implementasi yang tepat dan
berkelanjutan, kearifan lokal dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun sistem
anti-korupsi yang efektif dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
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Pengembangan Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal, Pemerintah daerah perlu
mengembangkan peraturan daerah yang secara spesifik mengintegrasikan nilai-nilai
kearifan lokal ke dalam sistem pencegahan korupsi. Hal ini dapat diwujudkan melalui
penyusunan kode etik aparatur sipil daerah yang mengadopsi prinsip- prinsip kearifan
lokal setempat, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis komunitas yang
melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal. Kementerian Dalam Negeri dapat
memfasilitasi hal ini dengan menyusun pedoman teknis integrasi kearifan lokal dalam
tata kelola pemerintahan daerah.

Reformasi Sistem Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi perlu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal anti-korupsi ke dalam
kurikulum pendidikan nasional, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Integrasi ini tidak hanya melalui mata pelajaran khusus, tetapi juga melalui
pengembangan metode pembelajaran berbasis kearifan lokal, penyusunan bahan ajar
kontekstual, dan pelatihan guru dalam mengajarkan nilai-nilai integritas berbasis
kearifan lokal. Pendidikan non-formal melalui sanggar budaya dan komunitas adat
juga perlu diperkuat.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Lembaga anti-korupsi seperti KPK perlu
membentuk unit khusus yang menangani pengembangan pencegahan korupsi berbasis
kearifan lokal. Unit ini bertugas melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah,
menyusun modul pelatihan, dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antar daerah.
Selain itu, perlu dibentuk forum koordinasi antara lembaga adat dengan institusi
penegak hukum untuk menciptakan sinergi dalam pencegahan korupsi.

Revitalisasi Lembaga Adat, Pemerintah perlu memberikan pengakuan dan dukungan
terhadap lembaga adat dalam upaya pencegahan korupsi. Dukungan dapat berupa
penganggaran khusus untuk program revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal,
peningkatan kapasitas bagi tokoh adat, serta integrasi lembaga adat dalam sistem
pengawasan pembangunan di tingkat lokal. Revitalisasi ini harus tetap memperhatikan
prinsip keberagaman dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi, Perlu dikembangkan sistem
monitoring dan evaluasi khusus untuk mengukur efektivitas implementasi kearifan
lokal dalam pencegahan korupsi. Sistem ini harus mencakup indikator kuantitatif dan
kualitatif yang sensitif terhadap konteks lokal, serta melibatkan partisipasi masyarakat
dalam proses evaluasi. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk perbaikan
berkelanjutan dan replikasi praktik baik di daerah lain.
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